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Abstrak

Permasalahan pelaksanaan perlindungan konsumen di daerah perbatasan IndonesiaMalaysia yang masih belum
terlaksana dengan baik dapat diketahui dari masih banyaknya produk pangan berbahaya yang tidak memenuhi salah
satu hak konsumen yaitu kurang terjamin atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu
barang. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendlsknps kan kuraagnya sumberdaya manusia, wewenang dan fasilitas
dalam mengawasi produk pangan berbahaya di Kecamatan Sekayamsyang dihubungkan dengan Undang Undang
Perlindungan K onsumen. M etode pengol ahan data yang digunakan dalam penéitian ini adalah kualitatif dengan analisis
deskriptif. Hasil dalam penel itign ini adalah sumberdaya manusia dalam mengimplémentasikan kebijakan perlindungan
konsumen masih kurang memadai karena cakupan wilayah tugas yang sangat |uas, weweéhang yang diberikan pada Pos
POM tidak banyakhanya pada pengawasan ditribusi dan pengambilanisampling dan sumberdaya fasilitas yang dimiliki
Pos POM mash- kurang. Rekomendasi pelaksanaan perlindungan konsumen adalah sumberdaya manusia perlu
dilakukan peﬁambahan pegawal untuk semakin meningkatkan efektivitas kinerja implementor® kebijakan, perlu
diberikan Wewenang yang lebih banyak seperti dengan diberikan wewenang untuk melakukan sosialisasi pada
mawarak'at serta dapat ‘dilakukannya pengujian sampel di Pos POM yang diikuti dengan fasilitas yang memadai dan
sumberdaya fasilitas semakin ditingkatkan, misalnya dengan melakukan peningkatan daya listrik yang memadal serta
peralatan uji sampel makanan diperbaharui dan dilengkapi.

Kata Kunci: Perlindungan K onsumen, Sumberdaya Manusia,"Wewenang dan Sumberdaya Fasilitas. l
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Consumer protection in border area of Indonesa—M |s not well implemented yet. It is indicated by the big
amodnt of dangerous products in the market. The t to get pleasure, security, and safety in consuming a
produqt is not fully guaranteed. This study descnb f bI about the lack of human resources, right, and facilities
to control dangerous food product in district yam in r P\ted to the Consumer Protection Law. T!\e method

implemented in this study is qualitative approach with déscrl pﬁ‘\?‘e analysis. The result shows that there is inadequacy of
POM human resources in implementing the regulation of consumer protection. It is caused by the scope of the duty is
too wide, whereas the authority given to them is really*limited on the controlling the food product distribution and
taking the sample, besides the facility provided for POM is also inadequate. As the conclusion, it is needed to increase
the number of POM human resources in order to.improve the implementation of Consumer Protection iLaw, expand the
authority of POM to do more duties such as doing sample test, and inform the society, about the |ssués In addition the
facilitiesto support POM are also significantly needed to be improved. F

Key Words: Consur.ner Protection, POM Human:Resources, POM Authority and POM Facility.
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A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang
sangat mendasar karena berpengaruh terhadap
eksistenss dan ketahanan hidupnya. Tersedianya
pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi
merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi.
Sehubungan dengan ketersediaan pangan yang cukup,
maka pemerintah memberikan kemudahan bagi
masyarakat di sekitar perbatasan Kecamatan Sekayam
yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan belanja
di Malaysia.

Kondis yang demikian pada satu pihak

mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan .

konsumen akan barang dan jasa yang diinginkansdapat
terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebiasan untuk
memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai
dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi
lain, kondis dan _feflomena tersebut dapat
mengakibatkan kedudikan pel aku usahadan konsumen
menjadi tidak seimbang dankonsumen berada pada
posis yang lemah. Agar pangan yang aman tersedia
secara memadai, perludiupayakan terwujudnya suatu
sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan
kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan
sehingga pangan yang diedarkan atau diperdagangkan
tidek merugikan-serta aman bagi kesehatan jiwa
manusia. Oleh.. karena itu, pemerintah

masyarakat yaitu Undang Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnyal
mengatur mengenai  hak-hak bagi pelaku usaha, |

telah——
menhgeluarkan ~peraturan yang diperuntukkan bagi

distributor juga konsumen serta kewajiban—kewa%,iban i.

bagi pelaku usaha, distributor dan konsumen.
Namun dalam pelaksanaannya, masih @

sebagai nyayang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
perkara lainpya. Hal ini berkenaan dengan proses
pemasukan makanan yang tidak dilengkapi dengan
dokumen yang lengkap. Sedangkan salah satu
persyaratan terhadap pangan segar maupun. olahan
yang akan dimasikkan ke wilayah Indonesia: untuk
diedarkan adalah pangan terlebih dahulu diuji atau
diperiksa di Indonesia Gari.segi keamanan, mutu atau
gizi sebelum peredarannya o e
Fakta lainnya yang dikeluarkan oleh Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) disampaikan
beberapa hasil temuan pada makanan mengandung
beberapa produk yang menggunakan bahan tambahan
makanan yang dilarang untuk digunakan. Dengan
ditemukannya beberapa kandungan zat berbahaya
dalam produk makanan yang masuk ke perbatasan
menunjukkan  bahwa adanya  ketidakoptimalan
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ia
ditemukan data perkara mengenai Perlindungan | #°
Konsumen vyaitu perdagangan makanan Malaysia
berupa gula, makanan, minuman, sosis, ikan dan &

pemerintah dalam implementasi kebijakan
perlindungan konsumen yaitu berkenaan dengan hak
atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi  barang dan jasa di Kecamatan
Sekayam.

Maka dapat diketahui secara umum bahwa
pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen di
Kecamatan Sekayam belum berjalan secara baik.
Pelaksanaan peng-awasan telah dilakukan, namun
dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal
yang mempengaruhi kegagalan suatu implementasi
kebijakan, vyaitu Kketersedisan sumberdaya baik
sumberdaya manusia maupun sumberdaya fasilitas.

v Olen karena itu, penulis memfokuskan
penelitian pada: Kurangnya sumberdaya dalam
mengawad=produk pangan berbahaya di Kecamatan
Sekayam yang dilibungkan dengan Undang-Undang
nemor 8 tahun 1999'”renj[gng Perlindungan Konsumen.
Rumusan penelitian: Bagaimana sumberdaya dalam
mengawasi produk pangan berbahaya di Kecamatan
Sekayam yang dihubungkan dengan Undang-Undang
nomor -8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
Penglitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan
sumberdaya  dalam implementas  “kebijakan
perlindungan konsumen di Kecamatan Sekayarm,

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIKI

Definis  kebijakan publik .«menurut "arl F.
Friedrich (dalam Santosa, 2008:35) kebijakar_1 publik
sebagai  seperangkat  tindakan geyang  dilakukan

erintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk

l encapal sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Nugroho,
2008: 53) menyatakan “policy is projected programe
of goal, values and practice”, bahwa kebijakan
adalah suatu program yang diproyeksikan dari
tujuan-tujuan, nilai-nilai  dan praktik-praktik yang
terarah. ;

Efektivitas suatu kebijakan publik dipengaruhi
oleh pelaku kebijakan, kebijakan publiknya itu sendiri
(level danisi) dan lingkungan kebijakan. Selain itu,
efektivitas kebijakan dapat pula dijelaskan dari segi
prosesnya artinya sebuahs keberhasilan kebijakan
dipengaruhi_pula=eleh proses kebijakan itu sendiri.
Namun, menurut Mustopadidjgja (dalam Tachjan,
2006: 21) mengungkapkan secara garis besarnya siklus
kebijakan tersebut terdiri dari tiga kegiatan pokok
yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan
serta pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan
kebijakan.

George C. Edwards |11 (dalam Nugroho, 2008:
447-448) memaparkan model implementasi kebijakan
publik yang dinamakan dengan Direct and Indirect
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Impact on Implementation. Dalam pendekatan ini,
terdapat empat indikator yang sangat menentukan
keberhasilan sebuah kebijakan:
a) Komunikas
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana
kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau
publik,  ketersediaan  sumberdaya  untuk
melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari
para pihak yang terlibat dan struktur organisasi
pelaksana kebijakan. Terdapat tiga indikator yang
dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan
komunikas tersebut, yaitu: transmisi, kejelasan
dan konsistensi.
b) Sumberdaya .-~
Berkenaan dengan . “ketersediaan
sumberdaya pendukung, Khususnya sumberdaya
manusia berkenaan derrgan kecakapan pelaksana
kebijakan publik untuk carry out:(melaksanakan)
kebijakan secara efektif. Sumberdaya merupakan
hal pent|r_1g1a| nnya, indikator sumberdaya antara
lain adalah staf, ‘informasi, wewenang dan
fasilitas.
¢) Disposisi
"3 Berkenaan dengan kesediaan dari: para
implementor untuk carry out (melaksanakan)

i kebijakan publik tersebut. Kecakapan sgja tidaks—

mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk

| melaksanakan kebijakan. Hal-hal penting dalamgs

! indikator disposisi adalah Pengangkatan blrokrati

implementasi  kebijakan publik. Tantangan
adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratlc

! dan I nsentif.

d) 'Struktur Birokrasi
1 Berkenaan dangan kesesuaian orgafise I,
birokras yang menjadi penyeleng%Sl

fragmentation (fragmentasi  birokrasi) karena ‘1

struktur ini menjadikan proses implementasi jauh
dari ‘efektif. Di Indonesia sering terjadi
inefektivitas implementasi  kebijakan ‘karena
kurangnya koordinas dan kerjasama di antara
lembaga-lembaga negara atau pemerintah.

C. METODE PEI\]E_LITIAN

Jenis penelitian “ini..menggunakan penelitian
deskriptif dengan paradigma kualitatify=yaitu untuk
menggambarkan  subjek atau objek  penelitian
berdasarkan faktor yang tampak atau sebagaimana
adanya..

Subjek penelitian sebagai berikut: a. Bagian
Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen (Serlik) Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan, b. Staf Pos POM
Perbatasan di Entikong. Tehnik pengumpulan data
yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara
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' (pengorbanan)

dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang
menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri
(human instrument). Metode pengolahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
analisis yang deskriptif. Adapun langkah-langkah
penditian ini meliputi reduksi dan memaparkan,
verifikas data dengan mengumpulkan data dari
lapangan dan dilanjutkan dengan membuat rangkaian
ini. Selanjutnya rangkuman data disesuaikan dengan
metode analisis, dimana hal ini adalah analisis yang
deskriptif. Dalam penafsiran data dilakukan secara
komparatif berdasarkan teori-teori yang mendukung
dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.

D."PEMBAHASAN

Syarat*sberjalannya suatu organisasi adalah
kepemilikan terhadap sumberdaya (resources).
Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara
akurat, jelas dan konsisten. Namun, jika para
implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk
menjalankan kebijakan, implementasi,adalah mungkin
menjadi tidak efektif.

Goggin, dan kawan-kawan (dalam Purwanto
Dan Sulistyastuti, 149: 2012) mengatakah, bahwa
“Jumlah- SDM yang dimiliki oleh organisasi'| yang
diberis' mandat untuk mengimplementasikan | suatu
kebijakan akan mempengaruhi. kapasitas org'ani&asi
tersebut  dalam menjalankan misinya = untuk
mewujudkan tujuan organisasi”.

Tachjan (135: 2006) mengatakan 'fbahwa
”Sumberdaya diposisikan sebagai.~ inputst dalam
organisas sebaga suatu systems, yang mempunyai

plikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.

Secara ekonomis, resources bertalian dengan biaya
langsung yang dikeluarkan oleh
organisas dan merefleksikan nilai atau kegunaan
potensial dalam transformasinya ke daam outputs
sedangkan secara teknologis, resources bertalian
dengan kemampuan transformasi dari organlsa5|

Menurut Edward I11 dalam Tangkilisan (55-56:
2003), sumberdaya bisa menjadi Suatu faktor kritis
daam mengimplementasikan i 'kebijakan  publik.
Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat
sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi
kebijakan terdiri dari; .=
T™Staf

Sumberdaya manusia (resources) merupakan
salah satu indikator yang memengaruhi keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kebijakan dan merupakan
salah satu faktor penting untuk menggerakan roda
organisasi. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat
tergantung kepada sumber daya manusia (staf/
aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan
kebijakan. Oleh karena itu ideanya jumlah dan
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kompetenss sumber daya manusia seyogyanya
disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi.

Menurut SI, seorang Staf Pos POM perbatasan
Indonesia-Serawak (Malaysia), mengatakan bahwa
“pegawai yang bertugas di Pos POM hanya sebanyak
empat orang, dimana setiap pegawai dibagi menjadi
dua orang setiap dua minggunya secara bergantian.
Pegawai yang ditempatkan sudah mempunyai
kemampuan dalam bidangnya masing-masing namun
memang wilayah kerja yang cukup luas sangat
mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasini”

Wilayah memang menjadi hal yang sangat
berpengaruh  dalam implementass  perlindungan

konsumen ini, hal ini dapat diketahui bahwa wilayah™

kerja Pos POM bukan hanya Kecamatan Sekayam sgja
namun empat Kecamatan Lain yang berada di dekat
perbatasan juga, tentu dengan jumlah empat orang
pegawai  tidaklah  cukup  untuk  mengawasi
perlindungan konsumen ini.

Hal senada juga disampaikan oleh EW, seorang
staf bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi
Konsumen di Balai Besar POM Pontianak bahwa “saat
ini sumber daya di Balai Besar POM sudah mumpuni
di bidang keahliannya masing-masing namun cakupan
wilayah yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas
memang membutuhkan penambahan sumber daya agar

maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi tugasm==—

di instans ini, tentu saja penambahan pegawai yang
memang sudah memiliki kemampuan di bidangnya”
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapati
diasumsikan sumberdaya manusia dalam
mengi mpelementasikan kebijakan
konsumen belum memadai yaitu jumlah pegawai yang

kompeten dibidangnya karena cakupan wilayah tugas

i
kebijakan harus tersedia staf ukuran yang tepat dengan I',‘-
keahlian yang diperlukan. Sumber daya utama daam |

yang sangat luas. Hendaknya dalam implementas

implementasi  kebijakan adalah staf atau pegawai
(street-level bureaucrats). Penambahan jumlah staf dan
implementor sgja tidak cukup menyelesaikan persoalan
implementasi  kebijakan, tetapi diperlukan sebuah
kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang
diperlukan  (kompeten dan  kapabel) dalam
mengi mplementasi kar_1 kebijakan.

2. Wewenang

Sumber lain yang pentlng dalam=-implementasi
adalah kewenangan (otoritas). Pada umumnya
kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para
implementor di mata publik tidak dilegitimasi,
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perlindungan I. ‘

sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan
publik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid
Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dalam
menjalankan implementasi perlindungan konsumen
mengatakan bahwa “Di daerah Balai Besar POM
mempunyai dua Pos POM di Perbatasan salah satunya
adalah Pos POM di Entikong yang cakupan wilayah
tugasnya juga termasuk dalam kecamatan sekayam”.

Adapun menurut Staf Pos POM Entikong juga
mengatakan wewenang mereka adalah “Tugas dari Pos
POM yang berada di sini adalah hanya sekedar
melakukan pengawasan distribus dan pengambilan
sampel (sampling) makanan maupun minuman yang
maSuk,dari Malaysia. Kemudian hasil sampling ini
kami baWa._ ke Pontianak untuk dilakukan uji
laboratorium”. "

Berangkat dafishasil wawancara penelitian di
atas, sudah.ada pembaglarr wewenang oleh para agen
pelaksana  dalam memudahkan pengawasan
perlindungan * konsumen khususnya di  kecamatan
sekayam. Namun kewenangan yang diberikan pada Pos
POM masih terbatas hanya pada pengawasan distribusi
dan pengambilan sampel, jika sgja Pos POM juga
diberikan kewenangan yang.debih maka akanysangat
baik, misalnya diberikan kewenangan untuk melakukan

sosidlisas pada masyarakat dengan turun langsting ke
lapangan tentang bahaya makanan berbahaya) juga
dengan melakukan pengujian yang Iengkap dan

langsung di sana tentunya dengan diikuti peningkatan
fasilitas maka akan semakin mempermudah dan
mempercepat tindakan lainnya terhadap makanan yang
i temukan berbahaya. '
Kewenangan juga merupakan sumbefdaya lain

L]

. 'yang memengaruhi efektivitas pel aksanaany kebijakan.

Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk
menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang
akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka
kehendaki.

3. Fasilitas i
Berbagai fasilitas fisk mupgkin juga menjadi
sumber . kritis. dalam implementasi.  Seorang

implementor mungkin memiliki staf yang cukup,
memahami apa yang harus ia kerjakan, memiliki
otoritas untuk mengamalkan tugasnya, namun tanpa
bangunan=yang" diperlukan, peralatan, persediaan dan
bahkan implementasi tidak akan berhasil.

Menurut S, seorang staf Pos POM mengatakan
bahwa “sarana dan prasarana di daerah memang
sangat kurang hal ini sangat menghambat tugas yang
ada di daerah seperti fasilitas untuk melaksanakan
pengujian sampel di Pos POM masih sangat kurang.
Sampel makanan yang diambil hanya dapat dilakukan
uji laboratorium Balai Besar POM di Pontianak, hal
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ini terjadi dikarenakan sarana dan prasarana
pengujian yang tidak tersedia serta kurangnya daya
listrik yang memadai”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat
diasumsikan bahwa sumberdaya fasilitas di Pos POM
perbatasan Entikong sudah cukup jika dilihat dari
seberapa besar wewenang yang dilakukan mereka di
sana yang hanya melakukan tugas pengawasan
distribus makanan serta sampling makanan. Namun,
jika dilihat dari sisi tugas besar mereka yaitu sebagai
pelaksana kebijakan perlindungan konsumen maka
diasumsikan bahwa fasilitas penunjang masih belum
memadai. Hal ini tersirat dari hasil wawancara kepala
Pos POM yang mengatakan bahwa sarana_.dary
prasarana di daerah sangat kurang selain karena
kurangnya daya listrik juga dikatakan. bahwa peralatan
pengujian yang banyak juga belum tersedia dan hal ini
juga terjadi dikarenakans*kurangnya sumberdaya
finansial. o

Seorang staf bidang Sertifikasi dan Layanan
Informas  Konsumen juga menuturkan, bahwa
“Pengujian sampel hanya bisa dilakukan di Pontianak
karena keterbatasan dana dalam memenuhi alat-alat
pengujian sampel, sehingga tidak disediakannya alat-
alat di daerah. Dan untuk melayani masyarakat yang
berada di daerah Balai Besar POM hanya mempunyai

dua (2) buah Mobil Layanan Informasi Konsumenssss

yang dilengkapi perlengkapan dasar dalam

melaksanakan pengawasan namun itu belum cukupgsss

memadai melihat cakupan wilayah tugas yang &angati
luas dan jauh khususnya di daerah kecamatan
sekayam”.

! Adapun sarana dan prasarana yang tersedi

lemari ‘asam, 1 unit alat destilasi, 1 unit peralaan
komputer, 1 unit mesin fax, 1 unit bangunan gedung, 1
unit atap turap penahan longsor, 1 unit tempat parkir, 1
unit ruang,pelayanan, 1 unit mobil pelayanan, 1 unit
kendaraan foda dua, dan 1 unit genset. (Sumber:
BBPOM di Pentianak, 2013)

Dapat diketahui bahwa sarana.yang ada di Pos
POM hanya dilengkapi dengan fasilitas laboratorium
yang hanya dapat, menguji parameter tertentu yang
digunakan untuk pengujian sampel sederhana serta
sarana pengolahan data.seperti peralatan komputer dan
mesin fax. Sedangkan prasaranas=yang_tersedia seperti
ruang pelayanan, mobil pelayanan dan tempat parkir.
Dari data tersebut dapat diasumsikan berdasarkan
observas yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa
dalam implementasi  kebijakan  perlindungan
konsumen khususnya hak atas kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
(dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 4. 1999)
yang dilakukan oleh BPOM terhadap makanan yang
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Pos POM adalah 1 unit dat uji formalin manual, 2 unit |

i
LA‘
)

At

masuk dari negara tetangga berdasarkan pada sumber
daya fasilitas yang masih kurang.

E. KESIMPULAN

1. Staf

Berdasarkan pembahasan diatas, sumber daya
manusia dalam meng-implementasikan  kebijakan
perlindungan konsumen kurang memadai yaitu jumlah
pegawai yang kompeten dibidangnya karena cakupan
wilayah tugas yang sangat luas. Keseluruhan pegawai
sebanyak 70 orang, namun Yyang melakukan
pengawasan di Pos POM hanya sekitar 4 orang.

2. Wewenang

= Sumberdaya wewenang sudah berjalan dengan
baik, dikafenakan tugas Pos POM di daerah tidaklah
banyak. Hal ni,_dikarenakan kurangnya faktor
sumberdaya penunjangslainnya yang belum tersedia.
Oleh | karena sding “herkesinambungan, maka
diharapkan sumberdaya lainfya dapat ditingkatkan
sehingga akan .menambah wewehang dan tugas di
daerah” yang semakin meningkatkan, keberhasilan

implementasi  perlindungan  konsumen  dalam
pengawasan produk pangan berbahaya.
3. Faslitas

Sumberdaya fasilitas yang dimiliki Pos POM
masih kurang, hal ini mempengaruhi kinerja dan
efektivitas pelaksanaan tugas Pos POM. Dengan
kekurangan fasilitas di daerah; maka menuntut
pengujian sampel di Pontianak dan dipastikan bahwa
untuk  mendapatkan  hasil  pengujian ! sampel
\Fembutuhkan waktu yang cukup lama. |

F. SARAN -

1. Sumberdaya manusia perlu dilakukan piénambahan
pegawai untuk semakin meningkatkan efektivitas
kinerjaimplementor kebijakan. |

2. Perlu diberikan wewenang yang lebih banyak selain
melakukan pengawasan distribusi‘dan pengambilan
sampel, misanya diberikan fwewenang untuk
melakukan. sosialisasi pada masyarakat mengenai
produk « pangan berbahaya sehingga timbul
kesadaran untuk selektif /dalam memilih makanan
yang akan _mereka  konsumsi, serta dapat

==dilakukannya pengujian sampel di Pos POM yang
diikuti dengan fasilitas yang memadai sehingga
dapat diketahui dengan cepat hasiinya yang
kemudian dapat digunakan oleh aparat penagakan
hukum untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk menindak pelaku distribusi “nakal”.

3. Sumberdaya fasilitas semakin ditingkatkan,
misalnya dengan melakukan peningkatan daya
listrik yang memadai untuk mengoperasikan
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peralatan uji sampel yang lengkap serta peralatan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
uji sampel makanan agar diperbaharui dan
dilengkapi.

G. p)ﬂFTAR PUSTAKA \
¥ i

Nligroho, Riant=2008. Public Policy. Jakarta: PT Elex -
M edia Kemputindo. ' — I

Pulwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti
2012. Implemenatas Kebijakan Publik:

! Konsep. dan Aplikasinya di Indonesia.
|| Y ogyakarta: Gava Media.

Sadar,*'Muhammad, dkk. 2012. Hukum Perlindungan
l|<onsumen di Indonesia. Jakarta: Akademi

Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan
Aplikas Good Governance. Bandung: PT
ReﬂdfaAditama '

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. f
Bandung: Lemlit Unpad.
[l

Tangkilisan, H‘e§sel Nogi S. 2003. Implementasi F
Kebijakan “, Publik:  Transformasi, Pikiran _ ' ¥ 4
George Edwards. Yogyakarta : Lukman Offset ' F
dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik 7
Indonesia (YPAPI). = e

| — s

DOKUMEN

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi
Pangan.

M ethie Hadianti 6
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS [LMU SOSIAL DAN ILMU POLTTIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. DreIl.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homvephge: http:/umalmahasiswa_fisip. untan.ac.id
Email: jumalmhs @ fisip.untan ac.1d

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH /PUBLIKAST
KARYA [LMIAH UNTUK JURNAL ELEETRONIE MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, sava:

Nama Lengkap Ml‘w"‘ﬂ Hﬁ"ﬁ" | I
NIM [ Pericde lulus ; Em\ﬂﬂ 4 /’ﬁ__ 1&% o - W4

Fakultas/|urusan 1.'1“'-‘_';“':1?:\ &m ’tw.] Hl,ij;k ':" "um _,»%EIJH‘T&?. Hﬂgm
E-mail address/HP o _ 124 (@) ddw .00 id

demi pengembangan lmu pengetabiuan dan pemenuban syaral adrmunistratif kelulusan mahasiswa
{81), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa. L4 e wi)
pada Program Studi ASR Rt 'ﬁNﬂﬁmf Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Ft:-htik LJnIuemtas
Tanjungpura, Hak Bebas Hny—alll Non-Eksklusil (Non-exclusive Rayalty-Free Right) atas karva ilmiah
saya yang berjudul **} :

K;ummm ,mﬂwdm El:&g M oremm J’m&& E‘ﬁm %ﬁm ai
B L L g e

beserta perangkat yang diperlukan {bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini, Pengelala
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(databaze), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannyva di Intermat atau medla
lain) :

[f! secara fulltext

corrtent artlkel sesuai dengan standar penufisan jurnal yang berlaku.

T 5 b —

uniuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta fjin darl saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagal penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Penpelolz Jurnal, segzla
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Clpta dalam karya iimiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarmya.

Dibuatdi Qﬂ;ﬁjﬁ*

Mengetahuifdisetujul

Pengelola Jurnal ..M. 2 2 224 Pada tanggal: 2 pye! 20
f'r’-_':‘
[~

O Aoh, M M s o

NIP. A 0c0T 133021002 ( Mdthio Hadiank )

nama teraong dan tanda tangen mhs
catatan:
£tulis narmo jurnol sesual prodi masing-masing
fPublika/Governance/Asplrasl/Sododev/Soslologigue)

seteloh mendapat persetujuon dard Pengelola lurnal, berkos ini forus di scan dalam format PBF - —= - =
dan dilampirkan-pada stepd uplpad supplermentary sesugi proses unggal penveraharm berkas st s

fsubmissian outhar).



	FINAL JURNAL 4.pdf
	IMG.pdf

